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ABSTRK: Salah satu hak pasien dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah hak 

otonomi pasien membuat keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan dimanfaatkan, 

namun sering terabaikan. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitiari mengenai 
pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) informed consent di RSUD Dunda 

Kabupaten Gorontalo. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi pasien bedah di 

RSUD Dunda Kabupaten Gorontalo terhadap informed consent. Persepsi pasien mengenai 
hak otonominya dalam informed consent dapat menjadi pegangan untuk perngembangan SOP 

mengenai informed consent tindakan kedokteran. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif yang dilakukan dengan metode kuantitatif dan menggunakan instrumen kuisioner 

untuk mengukur persepsi pasien. Hasil penelitian ini adalah rekapitulasi secara keseluruhan 

mengenai pengukuran persepsi pasien tentang informed consent menunjukkan nilai rata-rata 

sebesar 3,1556 0,50535. Nilai tersebut berada diantara nilai 3 (setuju) dan 4 (sangat 

setuju). Hal tersebut berarti pasien menyetujui bahwa pasien mempunyai hak mendapatkan 

informasi dan hak memutuskan persetujuan terhadap pelayanan yang kesehatan yang 

ditawarkan. Kedua hak tersebut terwujud dalam proses informed consent. Kesimpulan Pasien 
mempunyai persepsi yang baik mengenai hak menerima informasi dan memberikan 

persetujuan tindakan kedokteran yang dituangkan dalam informed consent. Saran Rumah 

sakit diharapkan dapat membuat SOP mengenai informed consent 

Kata kunci : Persepsi, Pasien, Informed Consent 

PENDHULUAN 

Selama ini, paradigma hubungan dokter-pasien dipengaruhi anggapan bahwa pengetahuan dan 

keahlian para dokter dapat menyembuhkan penyakit yang diderita para pasien, sehingga menempatkan 

dokter sebagai penguasa atau bahkan penentu hidup matinya seorang pasien (Foster dan Anderson, 1986). 

Pandangan tersebut menyebabkan hubungan antara dokter dan pasien yang bersifat paternalistik, dimana 

pasien harus selalu mengikuti semua hal yang dikatakan dokter. Disisi lain, Hal terset at mempengaruhi 

sikap inferior pasien terhadap dokter sebagai akibat hubungan yang bersifat pateralistik antara dokter 

dan pasien (Komalawati, 2002). Paradigma tersebut perlahan mengalami pergeseran seiring dengan upaya 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam segala 

bidang, termasuk dalam bidang kesehatan. Di sisi lain, perkembangan ekonomi serta informasi juga 

memengaruhi pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat menjadi semakin peka terhadap haknya, 

termasuk hak dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan (Komalawati, 2002). 
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Salah satu hak pasien dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah hak otonorni pasien 

membua huat keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan digunakan atau dijalani. Hak tersebut 

tersebut biasa disebut informed consent. Penegakan informed comsent telah diatur dalam peraturan 

berlaku di Indonesia. Undang-undang dangan yang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek 

Kedonte hteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 

fshun 2009 tentang Rumah Sakit telah mewajibkan informed consent dalam setiap tindakan kedokteran. 

Rehbkan Menteri Kesehatarn secara khusus telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299 

0OS tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

Peraturan tersebut telah dilaksanakan di RS, termasuk RSUD Dunda Kabupaten Gorontalo yang 

relah memiliki formulir informed consent untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan. Hasil 

ohsen asi menunjukkan bahwa pelaksanaan informed consent di RSUD Dunda Kabupaten Gorontalo 

helum optimal karena belum dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang yang telah ditetapkan Hasil 

hservasi menemukan dalam pengisian dokumen informed consent, sering tidak lengkap. Pelaksanaan 

m'ormed conset kadang dilakukan setelah pasien menjalani tindakan medis sehingga kemungkinan hak 

ntuk mendapat penjelasan dan alternatif tindakan lain jika pasien menolak suatu tindakan medis juga 

terabaikan. Hasil wawancara dengan pasien ditemukan bahwa pasien hanya mematuhi saran dari dokter 

ialam menjalani tindakan operasi karena pasien tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap. baik 

altematif pengobatan maupun risiko jika tindakan operasi tidak dilaksanakan. Di sisi lain. pasien tidak 

mempunyai pilihan karena waktu pemberian informasi dilaksanakan setelah operasi dilakukan dan pasien 

hanya dimintai tanda tangan untuk kelengkapan administrasi tindakan operasi. 

Fakta ini menunjukkan bahwa dokumen persetujuan tindakan medis tersebut bukan informed 

Consent. Komalawati (2002) menyatakan bahwa informed consent adalah keputusan pasien setelah 

mendapat informasi yang lengkap dan jelas dari dokter. Sebelum ada persetujuan dari pasien. dokter tidak 

berkewajiban melakukan tindakan kedokteran. Yang menjadi masalah adalah bagaimana persepsi pasien 

mengenai hak-hak 1ya terutama hak otonominya untuk membuat keputusan menyetujui atau menolak 

Suatu tindakan medis terhadap dirinya. Bagaimana persepsi pasien tentang informed consent tindakan 

bedah?. 

ujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi pasien bedah di RSUD Dunda Kabupaten 

O1al0 terhadap informed consent. Persepsi pasien mengenai hak otonominya dalam informed consent 

nenjadi pegangan untuk pengembangan SOP mengenai informed consent tindakan kedokteran. ar 

BAHAN DAN METODE 
renelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan instrument penelitian berupa kuisioner mengenai 

PSl pasien tentang informed consent. Instrument disusun sendiri olen penulis dengan mengacu pada 
perse ps 

an perundangan dan referensi mengenai hak otonomi pasien. Instrumen tersebut digunakan untuk 

dnui persepsi pasien mengenai informed consent. Kuisioner berisi mengenai hak mendapatkan
meng 
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informasi dan hak mengenai persetujuan serta identitas pasien yang menjadi Subyek penelitian. Sampel 

diambil secara purposive sampling dengan ketentuan inklusi sebagai berikut 

1. Pasien tindakan bedah yang telah direncanakan 

rasien yang memanfaatkan langsung pelayanan bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Dunda 

Kabupaten Gorontalo 

3. Pasien dalam keadaan sadar dan tidak dibawah pengampuan 
4. Pasien berusia lebih dari 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikalh kerena sudah 

dianggap dewasa (Dewasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata) 

5. Bersedia menjadi reponden penelitian ini. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil rekapitulasi secara keseluruhan mengenai pengukuran persepsi pasien tentang informed 

consent menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,1556 + 0,50535. Nilai tersebut berada diantara nilai 3 

(setuju) dan 4 (sangat setuju). Hal tersebut berarti pasien menyetujui bahwa pasien mempunyai hak 

mendapatkan informasi dan hak memutuskan persetujuan terhadap pelayanan yang kesehatan yang 

ditawarkan. Kedua hak tersebut terwujud dalam proses informed consent. Selama ini, pasien tindlakan 

bedah terencana tidak pernah mendapatkan informasi dan memberikan persetujuan mengenai tindakan 

medis yang akan dijalani. Informasi mengenai kesehatan pasien yang membutuhkan tindakan kedokteran 

diberikan kepada keluarga dan persetujuan tindakan kedokteran yang akan dilaksanakan kepada pasien 

juga dilakukan oleh keluarga. Hal tersebut dikarenakan formulir informed consent yang disediakan RS 

digunakan untuk meminta persetujuan terhadap keluarga pasien. Hal tersebut berarti kedudukan pasien 

dapat tergantikan oleh keluarga dalam pengambilan keputusan. Bahkan pasien sering tidak dimintai 

pendapat untuk memutuskan suatu tindakan medis yang akan dijalaninya. 

Menurut Tay et al. (2005), proses persetujuan tindakan kedokteran merupakan cerminan etika 

medis yang didasari hak otonomi dan penentuan nasib sendiri untuk menghormati pilihan pasien terhadep 

upaya penyembuhan dirinya. King (1997) yang dikutip Komalawati, (2002) juga menyebutkan bahwa 

setiap manusia dewasa dan pikiran sehat mempunyai hak untuk menentukan hal yang dapat dilakukan 

terhadap tubuhnya. Raab (2004) mangatakan bahwa pasien adalah subjek hukum yang mandiri walaupun 

dalam keadaan sakit, kedudukannya dalam hukum tetap sama seperti orang sehat. Pemberian keputusan 

kepada individu pasien untuk menyetujui atau menolak tindakan kedokteran merupakan penghormatan 

terhadap hak pasien dewasa untuk membuat keputusan sukarela dan individual secara otonomi sebagat 

cerminan nilai moral yang istimewa (Kapp., 2006). Pendapat-pendapat tersebut mengarahkan bahwa peran 

pasien dalam informed consent tindakan medis harus dikedepankan, yaitu hak mendapatkan inlormasi 

dan hak memutuskan. Hal tersebut juga diatus dalam Permenkes 290 tahun 2008 tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran Pasal 7 ayat 1 juga menyebutkan bahwa penjelasan tentang tindakan kedokteral 

harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta 
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Saksi 

merupakan alat bukti hukum yang dianggap kuat. Sam K. Newton dan John Appiah-Poku (2007) 

menyebutka 
hiutkan bahwa konsep dan penerapan doktrin persetujuan tindakan kedokteran seharusnya sama di 

anit. Namun, dalam praktiknya, proses mengambil persetujuan harus berbeda, Budaya masyarakat 
manar 

dipertimbangkan. khususnya pada masyarakat yang pilihan pribadinya terbatas dan posisi 
harus 

indi 

idunya ditenupatkan pada level kedua dalam masyarakat. Advokasi pasien dan mengembangkan 

Lshtungan saling percaya antara penyedia layanan kesehatan dan pasien sangat penting (Won-Hee Lee er 

al. 2008). 

SIMPULAN 

Pasien mempunyai persepsi yang baik mengenai hak menerima informasi dan memberikan 

nersetujuan tindakan kedokteran yang dituangkan dalam informed consent. Persepsi tersebut adalah 

harapan pasien agar mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan sehingga Dokter sebagai operator 

tindakan kedokteran dan rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban 

menghormati hak pasien tersebut. 
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